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MENGAPA
HARUS PUNYA

NPWP?
NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan 
Wajib Pajak dalam administrasi pelaksanaan
hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan

Membuat Akun

pada www.pajak.go.id 
dengan menggunakan 
alamat elektonik (email) 
dan NIK

Isi Formulir

Mengisi formulir pada 
kolom yang telah 
disediakan sesuai kondisi 
sebenarnya dengan benar, 
lengkap dan jelas

Kirim Permohonan 

jika semua formulir telah 
diisi dan dokumen yang 
disyaratkan telah di upload 
kemudian lakukan 
kirim permohonan

Login

login dengan menggunakan 
email dan password yang 
telah dibuat saat membuat 
akun

Unggah Kelangkapan

Unggah kelengkapan 
dokumen yang 
dipersyaratkan untuk 
mendaftarkan diri 
memperoleh NPWP

Memperoleh NPWP

Setelah dokumen lengkap 
KPP terdaftar akan 
mengirim Kartu NPWP, 
Surat Keterangan Terdaftar 
(SKT) dan EFIN 
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Alur Memperoleh 

NPWP
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SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

Tahun Baru
03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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31

Jan
Jan

Jan

Jan

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Catatan

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



Bayar Pajak
dalam Satu Genggaman

kapan saja, dimana saja

Buat
Kode Billing 

Bayar
Kode Billing 

BAYAR PAJAK VIA 
E-COMMERCE

Buka Aplikasi  e-Commerce
Pilih “Top Up & Tagihan”
Pilih “Penerimaan Negara” 
Pilih “Pajak Online”
Masukkan Kode Billing
Pilih Metode Pembayaran 
Masukkan PIN/ Password
Bukti Penerimaan Negara 
(BPN) Keluar
Selesai



Februari
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SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

01 02 03 04

05 06
Tahun Baru 
Imlek 2575 Kongzili

Cuti BersamaIsra Mikraj Nabi
Muhammad SAW

07 08 09 10 11

13
Pemilihan umum 
Indonesia 2024
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Feb

Feb

Feb

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Catatan

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



Cara Benar Gunakan
Saluran Laporan SPT

Ph
Scan untuk petunjuk dan
video tutorial SPT Tahunan P

eader 32bit

one 
rlu install aplikasi

Form SPT Tahunan
1770 & 1770S

Harus melalui PC/Laptop
dengan aplikasi Adobe R

Dapat melalui Handph
secara online tanpa pe

formformulir SPT elektronik

Form SPT Tahunan
1770S & 1770SS
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SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

12
Hari Suci Nyepi
Tahun Baru Saka 
1946

Cuti Bersama

Wafat Isa Al Masih Hari Paskah
Pelaporan SPT Tahunan
WP Orang Pribadi
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Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI
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Mar
Mar

Mar

Mar

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

CatatanSesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



Pengembangan
Layanan Pajak
Berbasis Digital

Portal Edukasi
edukasi.pajak.go.id

Lebih mudah pakai e-Pbk 
PBK pada NPWP yang sama
PBK atas SSP 
PBK untuk semua jenis pajak dan jenis setoran kecuali 
setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil 
pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak.

Aplikasi M-Pajak
Fitur Layanan Lupa EFIN
Pencatatan UMKM
Info KSWP
Surat Keterangan (PP 23)
Surat Keterangan Fiskal (SKF)
Daftar Unduh

Inklusi Kesadara Pajak
Relawan Pajak (Renjani)
Ruang Belajar Pajak
Anjangsana Edukasi 

7 modul program edukasi perpajakan:

Kunjung Perpustakaan 
BDS
Berbagi untuk Negeri (Berani)
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Apr
Apr

Apr

Apr

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Catatan

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Cuti Bersama Cuti BersamaHari Raya Idul Fitri
1445 H

Hari Raya Idul Fitri
1445 H

Cuti Bersama

Cuti Bersama

Pelaporan SPT Tahunan
WP Badan

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



Fasilitas Pajak
“UMKM”7

Bebas Pajak
Omzet usaha sampai dengan Rp500 juta tidak dikenai pajak. 
Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai ketentuan 
PP 55 Tahun 2022.

Business Development Service (BDS)
Sebagai wujud dukungan dan perhatian DJP terhadap para pelaku 
UMKM, untuk membantu para UMKM naik kelas, diselenggarakan 
pelatihan BDS secara rutin tiap tahun.

Kemudahan Pencatatan
DJP meluncurkan aplikasi M-Pajak yang memiliki fitur untuk 
mencatat omzet harian, serta langsung dapat membuat kode 
billing. Download aplikasinya di Google Play Store.

Konsultasi Lewat Chat Bot pajak.go.id
DJP senantiasa responsif dalam memenuhi kebutuhan informasi perpajakan.  
Kini telah hadir virtual assistant DJP berbasis kecerdasan buatan yang dapat 
diakses melalui laman www.pajak.go.id. Fitur ini sangat mudah digunakan, 
serta memberikan respons yang sangat cepat 24/7. Wajib pajak juga tetap 
dapat terhubung dengan agent live chat kring pajak pada jam kerja untuk 
pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks.

Whatsapp Bot UMKM
DJP juga menginisasi layanan informasi perpajakan khusus UMKM melalui 
media whatsapp. Media whatsapp dipilih karena dinilai paling mudah diakses 
oleh pelaku usaha UMKM. Tampilan yang familiar, respon jawaban yang cepat, 
merupakan fitur unggulan layanan ini. WA Bot dapat dihubungi 
pada nomor 08115615008.

Pengurangan Tarif
WP Badan Dalam Negeri dengan Peredaran Bruto sampai dengan 
Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari 
tarif Pasal 17 ayat 1 UU PPh, yang dikenakan atas Penghasilan Kena 
Pajak dari bagian Peredaran Bruto sampai dengan Rp4.8 Milyar.

PPh Final 0,5%
Usaha Mikro dan Kecil Orang Pribadi dengan omzet usaha Rp500 
juta sampai dengan Rp4,8 miliar dapat menggunakan tarif PPh 
Final 0,5%.

1
2
3
4
5
6
7
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Mei
Mei

Mei 

Mei

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Catatan

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Hari Buruh
Internasional

Kenaikan 
Isa Al Masih

Cuti Bersama

Cuti BersamaHari Raya Waisak
2368 BE

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



PPh UMKM yang dimaksud adalah PPh Final atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
(tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak)
PP 55 Tahun 2022

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh 
atas bagian peredaran bruto sampai dengan 
Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak

*

PPh “UMKM”
Cara Hitung

Batasan Peredaran Bruto

0,5% Peredaran
Bruto

Tarif PPh Final PP 55 Tahun 2022
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Jun
Jun

Jun 

Jun

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Catatan

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Hari Lahir
Pancasila

Hari Raya
Idul Adha 1445 H

Cuti Bersama

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir



Perubahan
 Proses Bisnis 
untuk Wajib Pajak
menjadi lebih mudah

Taxpayer Portal/Akun Wajib Pajak
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, 
dan penyampaian data dan/atau informasi, termasuk dokumen, 
terkait pelaksanaan hak dan pemenuhaan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan 
fungsi DJP, yang diidentifikasi menggunakan NPWP

Dapat dilakukan di semua KPP (borderless)
Melalui berbagai saluran (omni channel)
Tervalidasi dengan sumber data (single 
source of truth)
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi registrasi 
dengan melakukan aktivasi NIK

Pendaftaran

Kode billing multi akun (satu kode billing 
untuk SPT unifikasi atau ketetapan)
Layanan otomasi untuk Pemindahbukuan 
dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak

Didukung integrasi proses mulai dari persiapan 
(tersedia fitur eFaktur, eBupot, dan eStatement), 
penyampaian, pengolahan dan proses 
pembayaran pajak dalam satu aplikasi
Didukung prepopulasi dan validasi untuk 
mengurangi kesalahan pelaporan SPT

Pembayaran
Penyampaian SPT

Perluasan kanal yang terintegrasi
simplifikasi persyaratan permohonan 
Penyediaan fitur e-tracking untuk status 
permohonan Wajib Pajak

Layanan Perpajakan

Tersedianya profil Wajib Pajak yang 
komprehensif
Memudahkan Wajib Pajak mengetahui 
kondisi saldo dan transaksi perpajakan
Didukung oleh otomasi sistem 
akuntansi sesuai regulasi dan standar 
akuntansi perpajakan

Riwayat Transaksi/TAM



Juli
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Jul
Jul

Jul

Jul

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Tahun Baru Islam
1446 H

31

15
20
31

Jul
Jul
Jul

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru
bagi WP lama. Namun akan terdapat 3 status data, yaitu:

Perlakuan NPWP lama untuk
WP selain Orang Pribadi
Akan ditambahkan angka 0 di depan NPWP lama

Ketentuan NPWP untuk
WP OP yang sudah lama terdaftar

Berarti NIK sudah 
bisa berfungsi 
sebagai NPWP 

Data Utama belum sesuai 
data Ditjen Dukcapil, namun 
telah diubah secara jabatan 
oleh DJP

Data Utama belum sesuai 
data Ditjen Dukcapil, dan
belum diubah secara jabatan 
oleh DJP

Valid Perlu 
Konfirmasi

Perlu 
Dimutakhirkan

ekspedisi, atau e-mail 

Wajib Pajak menyampaikan tanggapan
berupa persetujuan dan perubahan data
melalui DJP Online, Kring Pajak 1500200,
KPP terdaftar baik langsung,
pos/ekspedisi, atau e-mail
(https://pajak.go.id/unit-kerja)   

ekspedisi, atau e-mail 

Wajib Pajak melakukan 
konfirmasi kebenaran 
data dan pemutakhiran 
data pada akun DJP 
Online.

?

?

NPWP BARU
FORMAT
Sesuai dengan PMK 112/PMK.03/2022, mulai tanggal 14 Juli 2022,
format NPWP menjadi:

NIK Bagi wajib pajak
Orang Pribadi Penduduk

Nomor Identitas Tempat 
Kegiatan Usaha

Bagi wajib pajak
Cabang

16 Digit Angka
Bagi wajib pajak
Badan, Instansi Pemerintah &
Orang Pribadi Bukan Penduduk

Kedepannya seluruh layanan administrasi 
perpajakan dan layanan lain yang 
membutuhkan NPWP, akan menggunakan 
NPWP dengan format baru.

 
Pindai untuk

Informasi Lebih Lanjut



Agustus
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Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia
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Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI
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31

Agu
Agu

Agu

Agu

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

15
20
31

Agu
Agu
Agu

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



Wanita kawin (istri) yang tidak memilih 
melaksanakan hak dan kewajiban pajak terpisah atau 
tidak melakukan perjanjian pemisahan harta secara 
tertulis, maka hak dan kewajiban perpajakannya 
digabung dengan kepala keluarga (suaminya) 

 

!

Family 
Tax Unit

Pindai untuk
Informasi Selengkapnya

Sistem pengenaan pajak di Indonesia memosisikan 
keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis 
(family tax unit)

Seluruh penghasilan dan atau kerugian dari 
seluruh anggota keluarga digabungkan menjadi satu 
kesatuan, yang pemenuhan pajaknya akan dilakukan 
oleh kepala keluarga

Perbarui Data Anggota Keluarga Anda!
Pada Akun DJP Online sebelum implementasi NPWP 16 Digit Secara Nasional pada tahun 2024 

(termasuk semua tanggungan)
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Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Maulid Nabi
Muhammad SAW
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Sep
Sep

Sep

Sep

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

15
20
30

Sep
Sep
Sep

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



SEJUTA
UANG 
PAJAK
BISA BUAT APA SAJA?

Begini alokasi belanja negara 
jika mendapat uang pajak 
Rp1 juta dari Kamu LAYANAN

Non Pendidikan

217.000

44.000

6.000207.000

4.000

10.000

32.000
1.000

4.000

79.000

142.000

KETERANGAN:

200.000

P
E

M
D

A

PKH

APBN 2023
Sumber:



Oktober
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Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

30
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Okt
Okt

Okt

Okt

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

15
20
31

Okt
Okt
Okt

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



PENCEGAHAN

Surat Perintah
Melaksanakan 
Penyitaan/
Penyitaan

SURAT
TEGURAN

SURAT
PAKSA

PELAKSANAAN
LELANG

PENYANDERAAN

PENGUMUMAN
LELANG

PENCABUTAN
SITA

7 Hari* 21 Hari*

2x24 Jam*

14 Hari*

Lunas

14 Hari*
Tidak
Lunas

7

2

3

6

8

5

4

4a

Proses
Penagihan
Aktif

Pencegahan dan Penyanderaan dilakukan terhadap penanggung pajak
apabila Utang Pajak ≥ Rp.100juta dan diragukan iktikad baiknya

1

DASAR
PENAGIHAN

STP, SKPKB, SKPKBT, 
SK Pembetulan, SK keberatan, 
Putusan Banding, Putusan PK
yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus 
dibayar bertambah.  

Pasal 18 UU KUP

* jangka waktu paling cepat



November

11

SEN SEL RAB KAM JUM SAB MIN

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

28

22 23 24

29 3025 26 27

11

Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI
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Nov
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Nov

Nov

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

15
20
30

Nov
Nov
Nov

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



PEMERIKSAAN
BUKTI

PERMULAAN

Penyidikan

Penuntutan

Selain penegakan hukum administrasi, 
dalam hal terdapat indikasi tindak pidana perpajakan dapat dilakukan

Penegakan Hukum Pidana Perpajakan
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24
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Kring Pajak
1500 200

Situs Pajak
pajak.go.id @DitjenPajakRI

Hari Raya Natal Cuti Bersama31

10
15

20

31

Des
Des

Des

Des

Penyetoran PPh Pasal 21/26, 23/26, Final
Pembayaran PPh Pasal 25;
PPh Final Setor Sendiri (termasuk PPh “UMKM”)
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21;
SPT Masa PPh Unifikasi
Pembayaran dan Pelaporan PPN

Apabila bertepatan dengan hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya.

Sesuai PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Batas Akhir Perubahan Batas Akhir 

setelah CTAS implementasi

15
20
31

Des
Des
Des

Penyetoran/Pembayaran Pajak Penghasilan
Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan
Pembayaran dan Pelaporan PPN



Pajak Pusat dan 
Pajak Daerah

Perbedaan

Pajak Pusat
Pajak Daerah

Perumus, Pelaksana, dan Standardisasi 
Teknis Perpajakan

Direktorat Jederal Pajak (DJP)

Jenis Pajak

Bea Meterai
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan barang Mewah 
(PPnBM)
PBB P5L (PBB sektor perkebunan, PBB 
sektor perhutanan, PBB sektor 
pertambangan minyak dan gas bumi, PBB 
sektor pertambangan untuk pengusahaan 
panas bumi, PBB sektor pertambangan 
mineral atau batubara, dan PBB sektor 
lainnya)

Perumus, Pelaksana, dan Standardisasi 
Teknis Perpajakan

Badan Pendapatan Provinsi/Daerah

Jenis Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB)
Pajak Alat Berat (PAB)
Pajak Restoran
Pajak Hotel
BPHTB
PBB Perkotaan dan Pedesaan 
dll.


